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MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

NOMOR /PMK.03/2022 

TENTANG 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS 

PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk memberikan kemudahan, keadilan, dan

kepastian hukum dalam pemungutan pajak

pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak

tertentu, perlu diatur besaran tertentu pajak

pertambahan nilai yang dipungut dan disetor atas

penyerahan jasa kena pajak tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 16G huruf i Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak

Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak

Tertentu;
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berhubungan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Menteri mi mulai berlaku: 

Pasal 2 hurufj, hurufk, dan hurufm Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 121/PMK.03/20 15 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai 

Dasar Pengenaan Pajak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 950); 

2. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian 

Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak 

Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 819); dan 

3. Pasal 13 ayat (5) huruf b dan Pasal 16 ayat (4) huruf b, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/202 1 

tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas 

Penyerahan / Penghasilan sehubungan dengan 

Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

42), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 1 April 

2022. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan  

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2022 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BENNY RIYANTO 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR  

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

.\ 
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i::��199703 1 001 

30 Maret 2022
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